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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam mempelajari
hukum pidana yang kaitannya dengan perbuatan yang melanggar hukum
pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat
penjelasan sebenarnya terkait pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah
tindak pidana sendiri merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda yaitu
strafbaar feit, yang kemudian biasanya istilah tindak pidana juga
disinonimkan menjadi delik yang merupakan hasil penyerapan bahasa latin
yaitu delictum. Ada beberapa para ahli hukum pidana yang mengemukakan
pendapat mereka mengenai pengertian tindak pidana.

Menurut Simons yang mengemukakan pendapat bahwa “Tindak
pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh
Undang-Undang Hukum Pidana, yang bertentangan dengan hukum pidana
dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu
bertanggungjawab1”.

Menurut E. Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana yang
merupakan “suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya
(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu)”2, E. Utrecht
memakai istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit)
dari sudut pandang hukum pidana3.
Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana merupakan

…perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap
siapa saja yang melanggar larangan tersebut4, disini Moeljatno
tidak menggunakan istilah tindak pidana, sebab kata “tindak”
memiliki caKUHPan yang lebih sempit daripada kata
“perbuatan”, selain itu kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal
yang abstrak seperti perbuatan melainkan hanya menyatakan
keadaan yang konkret5…

1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 2005, h. 30.
2Ibid.
3 Leden Marpaung, Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,

h. 7.
4Moeljatno, op.cit, h. 22.
5 Leden Marpaung, loc.cit.
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Menurut Badar Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa tindak
pidana merupakan “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana”6

Menurut Hamel dan Pompe yang menjelaskan mengenai
pengertian strafbaar feit, yaitu sebagai berikut

“ Hamel mengatakan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan orang
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang
bersifat melawan hukum yang patut dipidana (strafwaardig) dan
dilakukan dengan kesalahan”, sedangkan Pompe mengenai
strafbaar feit berpendapat bahwa strafbaar feit dapat dirumuskan
sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja
dilakukan oleh pelaku”7

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Menurut Lamintang mengemukakan pendapat bahwa setiap tindak

pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya
menjadi dua macam, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur
subyektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk
didalamnya niat si pelaku di dalam hatinya dan unsur obyektif merupakan
unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yakni keadaan-
keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan8

Unsur-unsur subyektif tindak pidana adalah:
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging,

misalnya dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP;
c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya dalam ketentuan

Pasal 362 KUHP mengenai pencurian dan lain-lain;
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedahte road, misalnya

dalam ketentuan Pasal 340 KUHP tentang kejahatan
pembunuhan;

e. Perasaan takut atau vress, misalnya dalam ketentuan Pasal 308
KUHP.

6Badar Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h.
37.

7 P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1997,
h. 173-174.

8Ibid, h. 183.
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Unsur-unsur obyektif tindak pidana adalah:
a. Sifat melanggar hukum;
b. Kualitas si pelaku;
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat9.
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)10.
Disini Moeljatno lebih menekankan bahwa perbuatan manusia saja

yang boleh dilarang menurut aturan hukum, namun tidak dipisahkan dengan
orang yang berbuat.Sehingga Moeljatno menggunakan kata “perbuatan”
daripada kata “tindak pidana” yang dinilai lebih majemuk dan terkait ancaman
(diancam) pidana menggambarkan tidak selalu perbuatan itu pada
kenyataannya benar-benar diancam pidana.Pengertian diancam pidana
merupakan pengertian secara umum, yang pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Jonkers (penganut paham monisme) memberikan batasan
terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Perbuatan (yang);
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
d. Dipertanggungjawabkan.
Meskipun rincian dari tiga rumusan diatas berbeda-beda, namun

pada hakekatnya terdapat persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-
unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2.2. Terorisme
2.2.1. Pengertian Terorisme

Secara bahasa, kata terorisme berasal dari kata “to terror” dalam
bahasa Inggris, daam bahasa latin kata ini disebut “Terrere”, yang berarti
“gemetar” atau “menggetarkan”. Kata terrere adalah bentuk kata kerja dari
kata terrorem yang berarti rasa takut yang luar biasa. Dalam bahasa Arab,
terorisme diambil dari kata al-irhab adalah bentuk infitif (masdar) dari kata
kerja “arhaba-yurhibu-irhaban” artinya akhafa menciptakan ketakutan dan
fazza’a membuat kengerian, kegentaran, atau keterkejutan11

9Ibid, h. 184.
10 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 79.
11Ahmad Mukri Aji, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jurnal Cita

Hukum, Vol.I, Nomor 1, Juni 2013, h. 59.
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Untuk memahami lebih dalam mengenai definisi-definisi terorisme
kiranya penulis akan memaparkan beberapa pendapat baik dikemukakan
oleh lembaga maupun pendapat ahli serta peraturan mengenai terorisme,
yakni sebagai berikut:

Menurut Konvensi PBB, “Terorisme adalah segala bentuk tindak
kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud
menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok
orang atau masyarakat luas”.

Dalam UU No. 5 Tahun 2018 memberikan definisi dari Terorisme
yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan,

…perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas,
yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau
menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital
yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas
internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan
keamanan…

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Terorisme adalah
penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat,
menakut-nakuti, dan menakutkan terutama untuk tujuan politik”.

Menurut T.P Thornton, “Terorisme didefinisikan sebagai
penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk
mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara
ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan atau ancaman
kekerasan”12

Menurut The Convention of the Organization of the Islamic
Conference on Combating International Terrorism yang memberikan
pernyataan bahwa,

“Terorisme dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan atau
ancaman baik motif maupun niat untuk melaksanakan rencana
kejahatan individu ataupun kolektif, dengan tujuan memberikan
teror orang, mengancam untuk menyakiti mereka,
membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan, atau hak-hak

12 Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, Jakarta: Gramata Publishing,
2012, h. 2.
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lain mereka, atau merusak lingkungan atau setiap fasilitas atau
kepemilikan publik maupun swasta untuk membahayakan,
menduduki, atau merebutnya, serta membahayakan sumberdaya
nasional atau fasilitasi internasional dengan mengancam
stabilitas, integritas territorial, kesatuan politik, dan kedaulatan
Negara independen”13

Menurut Kai Nelsen, mengklarifikasikan 6 (enam) macam definisi
terorisme adalah sebagai berikut:

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa yang ditujukan
kepada masyarakat dalam upaya agar tercapainya tujuan politik,
agama, dan lain sebagainya.

2. Terorisme adalah taktik yang telah direncanakan dengan sengaja
yang mana target teror merupakan penduduk sipil dengan
menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan
politik.

3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara random
(acak) maupun secara terarah dengan target yang
ditujukankepada seluruh penduduk sipil.

4. Terorisme merupakan pembunuhan yang disengaja terhadap
orang yang tidak bersalah, dilakukan secara random dalam
rangka untuk menyebarkan ketakutan dan kengerian kepada
seluruh penduduk dan memaksa pemimpin politik.

5. Terorisme merupakan tindakan yang secara sengaja dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang tidak
bersalah dengan tujuan mengintimindasi mereka untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

6. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan
penduduk sipil sebagai sasarannya14.

Berdasarkan penjelasan dan pandangan mengenai terorisme diatas,
maka secara umum terorisme merupakan tindakan illegal yang dilakukan
dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan
kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk dan mengambil bentuk
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang
dilinduungi oleh hukum, menghancurkan atau mengancam untuk

13 Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 65.

14Ibid, h. 66.



14

menghancurkan harta benda dan objek materiil lain seingga membahayakan
kehidupan orang lain, mengancam kehidupan negarawan atau tokoh
masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau Negaranya atau
sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut, menyerang perwakilan
Negara asing atau staff anggota organisasi internasional yang dilindungi
secara internasional begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-
orang yang dilindungi secara internasional, dan tindakan lain yang
dikategorikan sebagai terorisme dibawah peraturan perundang-undangan
nasional maupun instrumen legal yang diakui secara internasional yang
bertujuan untuk memerangi dan memberantas terorisme.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli,
lembaga internasional, dan peraturan perundang-undangan diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat para ahli kegiatan terorisme
tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu:

a.Aksi yang digunakan untuk menggunakan cara kekerasan dan
ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.

b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat, individu atau kelompok
masyarakat tertentu.

c.Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.
d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan

dengan cara yang sistematis dan terorganisir.15

2.3. Anak
2.3.1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan
antara pria dan wanita.Hubungan antara pria dan wanita itu jika terikat
dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami
istri.16Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian Anak dilihat dari hukum
positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa
(minderjarig atau person under age), orang yang dibawah umur atau
keadaan dibawah umur (minderjarigheid atau inferiority) atau kerap juga
disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarigen
onvervoodij).17 Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian Anak
maka perlu untuk melihat pendapat para ahli serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

15Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, Bandung: Mandar Maju, 2005, h. 1.
16 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, 2006, Bandung: Nuansa, h. 36.
17 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, 2001 Jakarta: CV.

Novindo Pustaka Mandiri, h. 5.
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Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan
terkait pengertian Anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang
belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.Sebagaimana telah tercantum
dalam Pasal 330 KUHPer yang menyatakan bahwa “belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak
lebih dahulu kawin”.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan secara
rinci tentang batasan atau siapa yang dapat disebut sebagai anak. Namun
dalam Pasal 45 dan Pasal 72 seseorang dikatakan sebagai anak apabila
berusia 16 Tahun kebawah.

Pasal 45:
Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang
dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh
memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan ke orangtuanya, walinya,
atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau
memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan
tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489,
490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu
dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang
menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan,
atau menghukum anak bersalah itu.

Pasal 72:
1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan

pada orang yang umumnya belum cukup KUHP enam belas tahun dan
lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah pemilikan (curatele)
lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-
keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam
perkara sipil.

2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka
penuntut boleh dilakukan atas pengaduan wali mengawasi atau curator
(wakil) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau
menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum
keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan
kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

Selain Pasal diatas, Pasal 283 KUHP juga memberikan batasan
umur seorang dikatakan belum dewasa, yaitu 17 tahun yang tercantum
dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa,
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Pasal 283 ayat (1) KUHP:
Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda
sebanyak-banyaknya 9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan,
menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu,
menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum
berusia 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang yang
menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan
untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar,
barang, dan cara itu diketahuinya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, “anak adalah manusia
yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-
Undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa dewasa dicapai
lebih awal”.

MenurutUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “anak adalah orang
yang belum dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)
tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) ahun dan belum pernah
kawin”.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam
kandungan”.

Menurut R.A Koesnoen memberikan pengertian bahwa “anak
adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman
hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya”.18

Menurut Kartini Kartono mendefinisikan “anak adalah keadaan
manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitasnya
serta sangat labil jiwanya, sehingga mudah terkena pengaruh
lingkungannya”.19

18Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
2016, h. 36.

19Kartini Kartono, Gangguan-gangguan Psikis, Bandung: Sinar Baru, 1981, h. 187.
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Menurut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa “anak adalah
seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum
kawin”.20

2.3.2. Konvensi Hak Anak (Convention On The Right Of The Child)
Mengingat banyaknya kebutuhan dasar yang dapat dikelompokkan

menjadi hak anak dan untuk menghindari perbedaan dalam mengategorikan
hak dan yang bukan hak di tingkat internasional disepakati sebuah konvensi
hak anak yang selanjutnya menjadi acuan dalam setiap upaya perlindungan
anak. Konvensi hak anak tersebut diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan
sampai saat ini konvensi ini adalah salah satu konvensi PBB yang paling
banyak diratifikasi oleh banyak negara yaitu 193 negara. Indonesai
meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak tersebut melalui Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi merupakan proses adopsi
perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional
lainnya (seperti di amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dan
tiap entitas kecil di dalam bagiannya.21 Dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi
Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana
suatu negara menyatakan ketersediaanya atau melahirkan persetujuannya
untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional, sehingga ratifikasi tidak
berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.

Dengan diratifikasinya konvensi tersebut maka secara hukum
pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang
berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak.
Secara umum, ada 4 (empat) kewajiban negara setelah meratifikasi konvensi
hak anak yaitu22:

1. Kewajiban menghormati yaitu kewajiban yang mengharuskan
negara untuk tidak melakukan sesuatu (omit) yang melanggar hak
anak seperti menolak pendaftaran akte kelahiran anak;

2. Kewajiban melindungi adalah kewajiban yang mengharuskan
negara melakukan sesuatu (commit) agar hak anak tidak dilanggar
oleh pihak lain seperti membuat peraturan perundang-undangan
yang melarang melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;

20 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio
Kriminologis), Bandung: Amico, 1983, h. 33.

21http://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi, diakses pada tanggal 30 November 2019, pukul
18.45.

22 M. Ulil Absor, Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam:
Tinjauan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Dakwah Vol.
XI, No. 1, Tahun 2011, h. 23.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi
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3. Kewajiban memenuhi yaitu kewajiban yang mengharuskan negara
melakukan sesuatu agar anak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti
mendirikan saran dan prasarana pendidikan; dan

4. Kewajiban memajukan adalah kewajiban untuk memajukan
pemenuhan hak dasar anak seperti melakukan kampanye tentang
perlunya pencatatan akte kelahiran dan pentingnya pendidikan bagi
anak.
Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan

anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan
dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak
termasuk penanganan anak yang dilibatkan oleh orangtuanya dalam tindak
pidana terorisme. Undang-undang ini menekankan bahwa dalam pemenuhan
hak dasar anak, setiap pemangku kepentingan khususnya negara, orangtua,
keluarga, dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Inilah
yang membedakan antara Konvensi Hak Anak dengan Undang-Undang
Perlindungan Anak dimana dalam KHA pemangku kewajiban pemenuhan
hak anak adalah negara sebagai konsekuensi dari ratifikasi sedangkan
UUPA mengatur bahwa pemangku kewajiban bukan hanya negara tetapi
orangtua, keluarga dan masyarakat secara luas. Masyarakat dalam konteks
ini adalah elemen civil society seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM)
lokal maupun internasional, organisasi massa, perkumpulan dan lain
sebagainya. Banyaknya pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak anak
yang diatur dalam UUPA menunjukan bahwasanya upaya pemenuhan hak
dasar anak tidak akan dapat dilakukan sendirian oleh pemerintah. Semua
stakeholder dapat berperan dan berpartisipasi sesuai dengan kemampuan
yang dimilliki.

Meskipun telah dilakukan pengaturan terhadap perlindungan hak
dasar anak namun masih banyak pelanggaran hak asasi yang melibatkan
anak terjadi hingga saat ini.Anak menjadi korban yang berakibat anak
menjadi terkena dampak dari pelanggaran tersebut. Perspektif disiplin hak
asasi manusia secara jelas mendeklarasikan bahwa hak anak adalah hak
asasi manusia, sehingga jelas pertautan kewajiban negara untuk menghargai,
melindungi, dan memenuhi hak-hak anak tidak berbeda dengan kelompok
masyarakat lain. Bahkan Konvensi Hak Anak dibentuk secara sui generis
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atau khas/unik karena instrumen hukum hak asasi manusia internasional
yang ada belum spesifik dapat memberikan perlindungan kepada anak.23

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 terkait ratifikasi
Konvensi Hak Anak terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Mukadimah (Preamble)
dan pasal-pasalnya.Jiwa dari deklarasi terkandung di dalam Preamble yaitu
bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi
anak-anak.Sedangkan pasal-pasalnya mengandung asas-asas yang terdiri
dari 10 (sepuluh) asas. Di dalam Preamble ditegaskan:

1. Penegasan kembali keyakinan negara-negara anggota PBB akan
hak-hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan dan telah
pula memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta
taraf hidup yang lebih baik dalam lingkungan kebebasan yang lebih
luas;

2. Dalam deklarasi sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia, PBB telah
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan
kemerdekaannya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa
membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal-ususl bangsa,
dan tingkatan sosial, kaya, miskin, keturunan atau status;

3. Anak, karena alasan kekurangmatangan fisik dan jiwanya,
membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk
perlindungan hukum baik sebelum maupun setelah kelahirannya;

4. Perhatian dan bimbingan itu telah diatur dalam Deklarasi Jenewa
tentang Hak-hak Anak 1924 dan telah diakui pula dalam Deklarasi
Universal Hak-hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan
khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi
perhatian bagi kesejahteraan anak; dan

5. Umat manusia wajib memberikan yang terbaik bagi anak.
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Umum

menegaskan keyakinannya bahwa Deklarasi Hak-hak Anak pada akhirnya
akan membawa kebahagiaan pada anak dan akan menikmati hak-hak dan
kebebasannya untuk kebaikan dirinya dan masyarakat pada umumnya, dan
selanjutnya meminta perhatian orangtua, pria dan wanita sebagai individu,
organisasi sosial, pemerintah baik lokal maupun internasional, agar
mengakui hak-hak dan berjuang secara bertahap untuk mewujudkannya

23 Abintoro Prakoso, loc.cit, h. 54.
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dalam perundang-undangan atau tindakan lain sesuai dengan asas-asas
dibawah ini. Di dalam pasal-pasalnya mengandung 10 (sepuluh) asas, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan
yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak tanpa
pengeculian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku
bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan
politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya,
miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya
maupun keluarganya;

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus
memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain,
agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara
fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi
sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan
itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus
merupakan pertimbangan utama;

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk

tumbuh kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun
setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus
bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup,
perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan;

5. Anak yang cacad fisik, mental dan lemah kedudukan sosial akibat
suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan
dan perlakuan khusus;

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara optimal dan harmonis, ia
memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia
harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya
sendiri, bagaimanapun harus diusahakan agar anak tetap berada
suasana yang penuh kasih saying, sehat jasmani dan rohani.
Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban
memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki
keluarga dan kepada anak yang tidak mampu;

7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma
sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus
mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan
umumnya, dan yang memungkinkannya, atas dasar kesempatan
pribadinya dan perasaan tanggun jawab moral dan sosialnya,
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sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
Anak juga harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk
bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan,
masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus meningkatkan
pelaksanaan hak ini;

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima
perlindungan dan pertolongan;

9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan,
penghisapam. Ia tidak boleh menjadi subyek perdagangan. Anak
tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu. Ia tidak boleh dilibatkan
dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau
pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan
tubuh, jiwa atau akhlaknya;

10.Anak harus dilindungi dari perbuatan yang ke dalam bentuk
diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi
lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh
pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa perdamaian
serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga
dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.
Jika melihat 10 (sepuluh) asas dalam ratifikasi Konvensi Hak

Anak diatas, maka terdapat 4 (empat) kategori hak-hak anak berdasarkan
materi huku mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu Hak
terhadap kelangsungan hidup (survival rights), Hak terhadap perlindungan
(protection rights), Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights), dan
Hak untuk berpartisipasi (participation rights). Selain itu, asas-asas tersebut
dapat pula menjadi bentuk perlindungan preventif negara terutama kepada
anak-anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme.Oleh karena itu,
negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan diatas
mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut.

2.4. Korban
2.4.1. Pengertian Korban

Selama beberapa abad, definisi korban menjadi berubah dan
memiliki makna yang luas. Ketika ilmu viktimologi pertama kali
ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti
Mendelshon, Von Hentig, dan Wolfgang cenderung mengartikan korban



22

berdasarkan text book dan kamus yaitu orang lemah yang membuat dirinya
menjadi korban24.

Namun pada tahun 1980, pemahaman tersebut mendapatkan
pertentangan keras dari kaum feminis yang kemudian mengubah defisini
korban yakni setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau
situasi yang asimetris, maksud asimetris disini adalah segala sesuatu yang
tidak seimbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan dari
pihak-pihak tertentu), merusak, membuat orang terasing, dan
menimbulkan penderitaan yang panjang.25

Jika membahas mengenai korban dalam suatu tindak pidana dalam
sistem hukum nasional di Indonesia, kedudukan dari korban sanat tidak
menguntungkan.Hal tersebut dikarenakan peran korban dalam Sistem
Peradilan Pidana hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama
atau sebagai saksi (korban).Sehingga dari peran dan kedudukan korban
tersebut seharusnya korban tidak hanya sebagai dipahami sebagai obyek
suatu tindak pidana saja melainkan juga sebagai subyek yang perlu
mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun secara sosial.

Definisi mengenai korban dapat dilihat dari segi peraturan
perundang-undangan dan pendapat para ahli yang akan dipaparkan sebagai
berikut:

Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 5 Tahun 2018 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa “Korban
Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang
yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana Terorisme”.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban menyatakan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami
penederitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan
oleh suatu tindak pidana”.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terdapat pengertian
tentang korban anak namun dalam Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa
“kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya

24 Billy Putra, Apa yang dimaksud dengan Korban?,diakses dari
https://www.dictio.id/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757, pada tanggal 12 Juli 2019,
pukul 05.54.

25Ibid.

https://www.dictio.id/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757
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kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Definisi mengenai
kekerasan tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai korban
terhadap anak.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
tidak mendefinisikan secara langsung mengenai korban, namun seringkali
dijadikan sebagai saksi, maka di dalam KUHAP diatur mengenai definisi
saksi dalam Pasal 1 angka 26 yang menyatakan bahwa “saksi adalah orang
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo,
“korban atau victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik, atau
penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas
perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan pelaku tindak pidana
lainnya”26

Menurut Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau
orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang
menderita”27

Menurut Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-
Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan
Kekuasaan, korban merupakan orang yang secara individu maupun
kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental,
penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata
terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (by act) maupun karena
kelalaian (by omission).

Jika melihat pengertian korban diatas maka dapat dirumuskan bahwa
seseorang dikatakan sebagai korban apabila memenuhi unsur-unsur sebagai
berikut:

1) Setiap orang;
2) Mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau;
3) Kerugian ekonomi;

26 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika,
2018, h. 9

27Ibid.
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4) Akibat suatu tindak pidana.
2.4.2. Bentuk-Bentuk Korban

Adapun dari bentuk-bentuk korban secara umum dibagi menjadi 2
(dua) macam yakni sebagai berikut:

a.Korban langsung, yaitu korban yang langsung mengalami dan
merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
Korban secara langsung mempunyai beberapa karakteristik antara
lain:
- Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara

kolektif;
- Menderita kerugian, baik secara jasmani maupun rohani;
- Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang telah

dirumuskan ke dalam hukum pidana; dan
- Disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban tidak langsung yaitu mereka yang meskipun tidak secara
langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami
penderitaan atau nestapa.28

2.5. Pelaku (Dader)
2.5.1. Pengertian Pelaku(Dader)

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang
yang melakukan suatu perbuatan,29 sedangkan istilah pelaku tindak pidana
adalah seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan.Dari pengertian
umum diatas maka untuk mengetahui dan memahami siapakah pelaku
tidaklah sulit namun juga tidaklah mudah dalam mengidentifikasikan siapa
itu pelaku sesungguhnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaku
tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:

Menurut Professor Simons, memberikan definisi mengenai pelaku
yang menyatakan bahwa:

…orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam
arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu
ketidaksengajaan seperti
yangdiisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu
akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu
merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif,
tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak

28Ibid, h. 20.
29Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, http://kbbi.web.id/pelaku, diakses pada

tanggal 11 Juli 2019.

http://kbbi.web.id/pelaku
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pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena
gerakkan oleh pihak ketiga30…

Menurut Van Hamel, memberikan pengertian mengenai pelaku
tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan
bahwapelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau
kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam
rumusan delik yang bersangkutan baik yang dinyatakan secara tegas maupun
tidak dinyatakan secara tegas31.
2.5.2. Bentuk-Bentuk Pelaku (dader)

Di dalam sebuah doktrin, Pelaku tindak pidana (dader) adalah
barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang
menurut KUHP. Doktrin ini telah tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP,
yang menyatakan bahwa:

Pasal 55 ayat (1) KUHP:
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan
ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau
keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, bahwa
pelaku tindak pidana itu dapat dalam 4 (empat) golongan:
1. Orang yang melakukan tindak pidana (pleger) merupakan orang yang

melakukan sendiri perbuatan memenuhi perumusan delik dan dipandang
paling bertanggung jawab atas kejahatan32. Dari berbagai pendapat para
ahli dan dalam pendekatan prakteik dapat diketahui bahwa untuk
menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger) atau pelaksana
dalam suatu tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua)
kriteria:

 Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya
tindak pidana,

30 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, 1984, h.37.
31Lamintang, op.cit, h. 593.
32 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 205.
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 Perbuatannya tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur
tindak pidana.

3. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen
pleger) merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan
perantaraan orang lain, sedang perantaraa itu hanya digunakan sebagai
alat. Dengan demikian, ada 2 (dua) pihak, yaitu pembuat langsung
(manus ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus
domina/auctor intellectualis). Unsur-unsur pada doenpleger adalah:
a. Alat yang dipakai untuk manusia;
b. Alat yang dipakai berbuat;
c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak
dapat dipertanggungajawabkan adalah:
a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat

(2) KUHP);
d. Bila orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang

diisyaratkan dala delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).
4. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger) merupakan

orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya
sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana
adalah sama. Syarat adanya medepleger, antara lain:
a. Ada kerjasama secara sadar, kerjasama yang dilakukan secara

sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukan kepada hal yang
dilarang undang-undang;

b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan
selesainya delik yang bersangkutan.

5. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggertakan orang lain
untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) merupakan orang yang
menggerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan
menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang
secara limitative, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu,
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau
penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan
(Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP). Syarat-syarat uit lokken:
a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk

melakukan tindak pidana;
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b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak
pidana;

c. Cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang
tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2 huruf e (pemberian,
perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya);

d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana
sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan.

2.6.Perlindungan Hukum
2.6.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata
yakni Perlindungan dan Hukum. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas
keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung atau
segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi33, sedangkan menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal
(perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi34. Hukum
berfungsi sebagai perlindungan sebagai perlindungan kepentingan manusia,
agar kepentingan manusia, hukum harus dilakukan secara professional,
menurut Lily Rasyidi dan I.B Wysa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat
difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar
adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.35

Pada prinsipnya, perlindungan hukum merupakan hak setiap warga
Negara sehingga Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap setiap warga negaranya.Oleh karena itu, konsep perlindungan
hukum bertumpu dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia.Sehingga pengakun dan perlindungan
tersebut dilakukan atas dasar hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.
Terkait konsep perlindungan hukum, berikut ini merupakan beberapa pendapat
dari para ahli mengenai perlindungan hukum:

Menurut Satijpto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain
dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua
hak-hak yang diberikan oleh hukum”36

33Abintoro Prakoso, op. cit, h. 4.
34Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, http://kbbi.web.id/perlindungan,

diakses pada tanggal 11 Juli 2019.
35 Lily Rasyidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja

Rusdakarya, 1993, h. 118.
36 Satijpto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra AdityaBhakti, 2000, h. 53.

http://kbbi.web.id/perlindungan
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Menurut Philipus M. Hardjon mengemukakan pendapat mengenai
perlindungan hukum bahwa,

…suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan
pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah
sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang
dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara
terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun
ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik peringkat
individu maupun struktural37. Kemudian lebih lanjut,
perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah
yang preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan
hukum yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan38.

Menurut Soetiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketenteraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagai manusia”.

Dari uraian pendapat dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan
bahwa perlindungan hukum memiliki fungsi utama adalah untuk memberikan
perlindungan terhadap setiap orang terhadap perbuatan yang melanggar hukum,
atau melanggar hak orang lain yang dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat
penegak hukum dengan menggunakan cara-cara yang telah diatur berdasarkan
hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya
pemenuhan hak bagi setiap warga Negara, termasuk perbuatan sewenenang-
wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.
2.6.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa bentuk
perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada bentuk perlindungan hukum preventif, subyek hukum
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

37 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina
Ilmu, 1987, h. 2.

38 Satjipto Raharjo, op.cit, h. 69.
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pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk
definitif.Tujuan dari bentuk perlindungan ini adalah untuk
mencegah terjadi sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Pada bentuk perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk
menyelesaikan sengketa.Dalam penanangan perlindungan hukum
oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia
termasuk dalam perlindungan hukum represif.Prinsip kedua yang
mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
adalah prinsip Negara hukum.Apabila dikaitkan dengan pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia maka pengakuan
dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama
dan dapat dikaitkan dengan tujuan Negara hukum.39

Sedangkan Muchsin memberikan pendapatnya sendiri mengenai
perlindungan hukum. Menurut Muchsin membedakan bentuk perlindungan
hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu40:

a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan
dalam melakukan setiap kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu
pelanggaran.

Sehingga dari kedua pandangan yang telah dijelaskan oleh para pakar
diatas bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum.Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan kepada
subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun
dalam bentuk respresif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka
menegakkan peraturan hukum.

39 Philipus M. Hadjon, op.cit, h. 20.
40Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, 2003,

Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, h. 20.
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